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Para Yang Berhormat Saudara Pimpinan dan segenap Anggota Majelis,

Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang amat kami hormati,
Saudara Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara,

Para Yang Mulia Duta Besar negara-negara sahabat,

Para hadirin dan undangan yang berbahagia, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk kita semua.


Dengan penuh suka cita, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dapat menghadiri acara Sidang MPR yang sangat penting dan bersejarah ini. Bersejarah bagi MK, bagi MPR dan juga bagi kita semua sebagai bangsa. Bersejarah, karena persidangan kali ini menandai berakhirnya keanggotaan MPR periode 1999-2004 yang dipilih melalui pemilu menurut ketentuan UUD sebelum perubahan sebagaimana pemilihan umum 2004 sekarang. Bersejarah, karena persidangan ini menandai pula beralihnya sistem ketatanegaraan yang sebelumnya bertumpu pada prinsip supremasi MPR sebagai lembaga negara tertinggi ke arah sistem yang bertumpu pada prinsip supremasi konstitusi sebagai norma dasar dan hukum yang tertinggi.

Pemilihan umum menurut sistem yang baru telah pula kita selenggarakan pada tahun 2004 ini dan berturut-turut pada tanggal 1 Oktober mendatang, para anggota DPR, DPD, dan MPR akan dilantik dan pada tanggal 20 Oktober Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang MPR dengan keanggotaan yang baru untuk masa jabatan 2004-2009. Karena itu, sudah sepantasnya kita mengucapkan selamat jalan dengan sikap hormat dan penuh penghargaan kepada para Pimpinan dan segenap Anggota Majelis periode 1999-2004. Perubahan-perubahan atas UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah saudara-saudara hasilkan selama masa bakti, telah meletakkan landasan yang kokoh bagi perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita yang lebih demokratis dan berkeadilan untuk masa-masa yang akan datang.

Setelah empat kali perubahan, UUD negara kita menentukan bahwa institusi-institusi kenegaraan sebagai subjek hanya dibedakan satu sama lain atas dasar pembagian fungsi dan kewenangannya masing-masing. Lembaga-lembaga yang diatur dalam UUD seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden dan Wakil Presiden, MA, dan MK bersifat sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Jikalau timbul persengketaan mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional di antara mereka, disediakan lembaga pemutus, yakni Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal Undang-Undang Dasar, yang dibedakan dari Mahkamah Agung sebagai pengawal undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Tidak semua negara membedakan atau memisahkan fungsi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem ‘common law’, tidak dirasakan keperluan semacam itu. Tetapi, dalam sistem ‘civil law’ seperti di negara kita, dimana produksi undang-undangnya banyak sekali, maka keberadaan lembaga pengawal konstitusi yang tersendiri di samping dan di luar MA adalah suatu keniscayaan. UUD suatu negara merupakan cermin kehendak seluruh rakyat yang berdaulat, sedangkan UU hanyalah kehendak politik para Wakil Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah. Meskipun mereka adalah institusi-institusi yang dipilih oleh rakyat dan karena itu mencerminkan suara mayoritas rakyat, tetapi jika UU yang bersangkutan dibentuk dengan cara ataupun berisi norma-norma yang bertentangan dengan UUD, maka MK sebagai lembaga pengawal UUD diberi kewenangan untuk menyatakannya tidak mengikat untuk umum.

Dibentuknya Mahkamah ini juga dimaksudkan agar tersedia jalan hukum untuk mengatasi jikalau timbul persoalan-persoalan yang terkait dengan hasil pemilihan umum yang oleh seluruh umat manusia dewasa ini diakui sebagai pilar mekanisme yang utama dalam sistem demokrasi modern. Jika timbul perselisihan pendapat mengenai perhitungan suara di antara peserta pemilu dengan pihak penyelenggara pemilu yang independen, MK bertindak sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir untuk memberikan putusan yang final dan mengikat mengenai hal itu. Melalui mekanisme peradilan demikian, perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu tidak berubah menjadi konflik politik, melainkan dikelola secara objektif dan rasional sebagai sengketa hukum yang diselesaikan secara hukum pula. Karena itu, kepada semua peserta pemilu, kami telah berulang-ulang menyerukan, manfaatkanlah keberadaan mekanisme peradilan konstitusional yang disediakan oleh UUD negara kita ini dengan sebaik-baiknya dengan cara yang setepat-tepatnya, dan manakala pada saatnya putusan final dan mengikat telah dijatuhkan, maka terimalah putusan itu sebagai solusi final dengan segala rasa hormat dan sikap tunduk, sesuai dengan hasrat kita untuk mewujudkan prinsip hukum sebagai panglima. Dengan cara demikian, kita akan terus membangun tradisi negara konstitusional yang kuat, dimana perikehidupan politik, ekonomi dan sosial senantiasa bergerak dinamis dalam rambu-rambu dan koridor hukum dan konstitusi.

Sebagai negara hukum, UUD negara kita juga menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin negara menjalankan kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dan Wakil Presiden diidealkan sebagai teladan dalam sikap tunduk dan taat kepada hukum. Mereka dipilih langsung oleh rakyat karena memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jikalau Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat menurut UUD, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usulan DPR setelah mendapatkan putusan hukum Mahkamah Konstitusi. 

Apa yang diuraikan di atas, disertai kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik, merupakan sarana agar UUD sebagai hukum tertinggi dapat dikawal dan diawasi pelaksanaannya dalam dinamika penyelenggaraan kegiatan bernegara, yaitu melalui peradilan tingkat pertama dan terakhir mengenai perkara-perkara (i) pengujian konstitusionalitas undang-undang, (ii) sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, (iii) perselisihan hasil pemilihan umum, (iv) pembubaran partai politik, dan (v) tuntutan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kelima kewenangan itulah yang diberikan oleh UUD kepada Mahkamah Konstitusi.
Saudara pimpinan, para Anggota Majelis, dan hadirin yang berhormat,

Harus diakui, proses pembentukan mahkamah ini 1 tahun yang lalu agak tersendat-sendat dan banyak menghadapi kendala. RUU tentang Mahkamah Konstitusi baru diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003. Pengisian jabatan 9 hakim konstitusi, masing-masing tiga orang dipilih oleh DPR, tiga orang oleh MA, dan tiga orang oleh Presiden, baru diselesaikan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden pada tanggal 15 Agustus 2003, dan keesokan harinya, Sabtu, 16 Agustus, 2003, kesembilan hakim mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara dengan disaksikan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, persis 1 hari sebelum tanggal 17 Agustus 2003 sebagaimana ditentukan oleh Aturan Peralihan Pasal III UUD yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk, segala kewenangan dilakukan oleh Mahkamah Agung”.


Sementara itu, MA, yang berdasarkan Aturan Peralihan tersebut melaksanakan kewenangan sementara MK, selama 1 tahun pertama sejak ditetapkannya Aturan Peralihan Pasal III UUD itu sampai terbentuknya MK, telah pula menerima sebanyak 14 perkara yang diajukan untuk pengujian undang-undang. Sampai MK dibentuk, ke-14 perkara tersebut belum diputus oleh MA. 


Oleh karena itu, begitu diangkat, kami bersembilan benar-benar harus segera bekerja dengan memulai segala hal yang berkaitan dengan upaya pelembagaan dan pelaksanaan tugas-tugas konstitusional lembaga ini dengan bermodalkan hanya tiga lembar kertas, yaitu: (i) Undang-Undang Dasar, (ii) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, dan (iii) Keputusan Presiden tentang pengangkatan 9 hakim konstitusi. Namun demikian, sesuai amanat UUD, tugas konstitusional MK harus mulai dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimulai dari titik nol sampai ke titik yang tidak terhingga sesuai cita-cita bangsa untuk mewujudkan prinsip Negara Hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekarang, 1 tahun telah berlalu. Pada tanggal 13 Agustus 2004 lalu, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan acara perayaan satu tahun secara sederhana. Kami mengucapkan terima kasih Presiden Megawati Soekarnoputri telah berkenan hadir dan memberikan sambutan pada kesempatan tersebut. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih Pak Amien Rais selaku Ketua MPR dan Pak Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR berkenan pula hadir dalam acara sederhana yang menandai ulang tahun MK yang pertama tersebut. Pada hari ini, 23 September 2004, MK genap berusia 1 tahun 1 bulan.


Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan telah terbentuk lengkap dengan perangkat sistem aturan tata organisasi kesekretariatan dan kepaniteraan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Personalia kepegawaian telah mulai secara resmi ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga secara bertahap tidak lagi bersifat sementara dengan status sebagai plt (pelaksana tugas). Administrasi anggaran belanja juga sudah dikelola sendiri oleh Sekretariat Jenderal sesuai ketentuan UU. Lokasi tanah tempat gedung permanen MK akan segera dibangun juga telah diperoleh dan telah mendapatkan persetujuan semua pihak terkait, yaitu di Jl. Merdeka Barat No. 6. 


Dari segi pelaksanaan tugas konstitusional MK, dua dari lima bidang kewenangan seperti dikemukakan di atas, telah berjalan sebagaimana mestinya sesuai amanat UUD,  yaitu perkara pengujian undang-undang dan perkara perselisihan hasil pemilu.


Berkaitan dengan pengujian undang-undang, selama tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menerima cukup banyak permohonan dari berbagai pihak yang mempersoalkan berbagai ketentuan undang-undang yang mereka nilai melanggar konstitusi. Namun, yang memenuhi syarat untuk diregistrasi dan diperiksa sebagaimana mestinya hanya tercatat 10 perkara, sehingga ditambah 14 perkara yang sebelumnya telah diregistrasi di MA, jumlah perkara pengujian undang-undang selama tahun 2003 sebanyak 24 perkara. Untuk tahun 2004, sampai dengan bulan September ini, jumlah perorangan, kelompok warga negara ataupun organisasi kemasyarakatan yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang makin bertambah banyak. Lebih dari 100 kasus telah diajukan oleh berbagai pihak dan dicatat sebagaimana mestinya di kepaniteraan. Nampaknya, semakin mahkamah ini dikenal dan dirasakan kegunaannya oleh masyarakat luas, semakin banyak pula tuntutan dan harapan yang dibebankan kepada MK. Namun, yang dinilai memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diregistrasi secara resmi hanya 20 perkara. 
Dengan demikian, selama 1 tahun 1 bulan sejak dibentuk sampai sekarang, jumlah perkara pengujian undang-undang yang resmi diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 44 buah perkara. Dari angka itu, sebanyak 22 perkara telah diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Sisanya 22 perkara lagi masih dalam proses pemeriksaan persidangan ataupun proses permusyawaratan. Sebagian terbesar di antaranya sudah siap untuk diputus dalam minggu-minggu dan bulan-bulan ke depan, sebelum akhir tahun 2004.

Sebagian terbesar, perkara pengujian undang-undang yang telah diselesaikan diputus dengan amar “Ditolak” atau dinyatakan “Tidak Dapat Diterima” (Niet Onvankelijk Verklaard). Hanya tiga perkara di antaranya diputus dengan mengabulkan permohonan pemohon. Pertama, perkara pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Dengan putusan yang mengabulkan tersebut, MK mengembalikan hak politik warga negara bekas anggota PKI dan organisasi terkait lainnya untuk dipilih melalui pemilu yang dijamin oleh UUD. Kedua, perkara pengujian undang-undang No. 16 Tahun 2003 yang memberlakukan UU No. 15 Tahun 2003 secara retroaktif ke peristiwa Bom Bali tahun 2002. Dengan putusan yang mengabulkan tersebut, MK menyatakan UU No. 16 Tahun 2003 tersebut tidak mengikat untuk umum karena bertentangan dengan UUD. Namun, perlu diingat bahwa UU No. 16 Tahun 2003 berbeda dengan UU No. 15 Tahun 2003. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme tetap berlaku mengikat untuk umum, sehingga tidak boleh ada keraguan bagi siapapun untuk menindak segala bentuk kejahatan atau tindak pidana terorisme sesudah periode berlakunya UU No.15 Tahun 2003 tersebut, termasuk untuk menindak para teroris yang bertanggung-jawab atas peristiwa peledakan Bom Kuningan baru-baru ini.
Ketiga, perkara pengujian undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dengan putusan yang mengabulkan ini, keseimbangan kepentingan di antara lembaga penyiaran dengan masyarakat konsumen dan lembaga negara lebih dimantapkan, dan kewenangan regulasi yang diberikan kepada Komisi Penyiaran Indonesia dibedakan dengan tegas dari kewenangan Presiden/Pemerintah untuk menetapkan Peraturan Pemerintah dalam rangka menjalankan Undang-Undang seperti yang dimaksud dalam UUD. Ketiga putusan tersebut telah dimuat secara resmi dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidaklah mudah bagi MK untuk mengabulkan sesuatu permohonan pengujian undang-undang, jika permohonan dimaksud tidak benar-benar berdasar dan undang-undang yang dipersoalkan tidak benar-benar terbukti bertentangan dengan UUD.

Sidang Majelis yang kami muliakan,


Berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan umum 2004, MK telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk pemilu legislatif, MK menerima 448 perkara. Yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai perkara hanya 273 yang dikonsolidasikan dan diregistrasi menjadi 23 berkas permohonan oleh 23 pemohon partai politik, dan 21 berkas permohonan oleh 21 calon anggota DPD. Sedangkan untuk pemilu presiden, MK menerima 2 berkas permohonan, yang dikonsolidasikan dan diregistrasi menjadi 1 berkas permohonan, yaitu yang diajukan oleh pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Wiranto dan Salahuddin Wahid. Dengan demikian, seluruhnya ada 274 perkara yang dikelompokkan menjadi 23 perkara partai politik, 21 perkara calon anggota DPD, dan 1 perkara capres.

Semua perkara dimaksud diperiksa secara objektif, rasional, dan terbuka, serta diputus secara independen dan tidak berpihak kepada siapapun kecuali hanya berdasarkan kebenaran bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dengan terlebih dulu memberi dan membuka peluang yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang terkait untuk ikut-serta dalam persidangan atau memberikan bukti atau keterangan lisan dan tertulis. Dengan rasa syukur, dapat kami sampaikan bahwa semua perkara tersebut berhasil diputus dalam waktu yang tersedia sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, bahkan lebih cepat dari tenggat waktu yang resmi. Untuk perkara perselisihan hasil pemilu legislatif, MK memperoleh kesempatan memutus dalam 30 hari kerja sejak tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 22 Juni 2004. Tetapi, semua putusan perkara pemilu legislatif telah dibacakan terakhir pada tanggal 18 Juni 2004.

Dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden tahap satu, MK mendapat kesempatan memutus dalam waktu 14 hari kerja, yaitu sejak 29 Juli sampai dengan 19 Agustus 2004. Tetapi, karena ketatnya jadwal sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003, MK merancang bahwa putusan final sudah dibacakan paling lambat 12 Agustus 2004. Namun, dengan tidak mengurangi kualitas pemeriksaan persidangan, putusan telah dibacakan pada 9 Agustus 2004.

Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati,


Hari-hari ini, kita masih menunggu hasil pemilihan presiden 2004 babak terakhir yang hasilnya akan segera ditetapkan dan diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum paling lambat tanggal 5 Oktober 2004. Jika nanti terdapat keberatan dari pihak pasangan calon presiden/wakil presiden sebagai peserta pemilu terhadap penetapan hasil penghitungan suara nasional tersebut, mereka berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam batas waktu 3 x 24 jam setelah pengumuman resmi KPU, sehingga Sidang Pleno pertama sudah dapat diselenggarakan oleh MK pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2004. Sidang Pleno, Sidang Panel dan Permusyawaratan Hakim akan berlangsung secara maraton, sehingga paling lambat tanggal 15 Oktober 2004, putusan final dan mengikat telah dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, jadwal pelantikan atau pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang MPR, Insya Allah, akan berlangsung sesuai dengan kalender katatanegaraan, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2004.

Tentu, untuk kepastian yang lebih cepat bagi masyarakat luas, baik sekali jika tidak ada perselisihan yang timbul, sehingga keseluruhan hasil pemilihan presiden dapat segera dituntaskan. Namun, kita harus tetap siap dan waspada dengan kemungkinan paling buruk yang terjadi. Jikalau perselisihan mengenai hasil penghitungan suara hasil pemilu itu memang benar-benar terjadi, marilah kita mengelola perselisihan itu sebagai sengketa hukum yang kita selesaikan secara hukum pula. Kita ajak para pemimpin di semua lapisan untuk menjadikan hukum dan konstitusi sebagai solusi, dan kita perlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang cinta damai bahwa sistem hukum dan konstitusi negara kita memang dapat diandalkan. Dengan begitu, kita dapat secara alamiah mengikis dan menanggalkan kebiasaan buruk sebagian warga masyarakat kita yang suka memaksakan kehendak dengan tindak kekerasan, sikap anti demokrasi, tindakan teror dan kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai peri ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan nilai-nilai peri kemanusiaan yang adil dan beradab. 

Adapaun mengenai perkara-perkara perselisihan hasil pemilu 2004 yang telah diselesaikan, dapat kami sampaikan pula bahwa yang dikabulkan hanya menyangkut 40 kursi yang terdiri atas 4 kursi DPR, 2 kursi DPD, 5 kursi DPRD Provinsi, dan 29 kursi DPRD Kabupaten/Kota. Semua putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Para penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya tanpa kecuali. Sekiranya timbul persoalan hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka pertanggungjawaban pidana yang bersifat individual yang berkaitan dengan persoalan tersebut supaya diselesaikan secara tersendiri melalui proses peradilan pidana yang tidak dikaitkan dengan perselisihan hasil pemilihan umum yang telah diputus final. 
Saudara Pimpinan dan Anggota Majelis yang berhormat, Presiden dan Wakil Presiden serta hadirin sekalian yang saya muliakan,

Demikianlah perjalanan 1 tahun Mahkamah Konstitusi. Dari lima bidang kewenangan yang diamanatkan oleh UUD, baru perkara-perkara yang terkait dengan 2 bidang kewenangan yang dilaksanakan. Bidang lain seperti sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara belum cukup disadari kegunaannya oleh pihak-pihak yang terkait. Bahkan, masih banyak pihak yang belum sungguh-sungguh menyadari bahwa di negara kita ada lembaga MK dan masih banyak pula yang bertanya mengapa lembaga ini mesti ada, atau apa kegunaannya dan lain sebagainya.


Bagi mereka yang menyadari pentingnya MK, banyak pula yang mengajukan permohonan tidak pada tempatnya. Misalnya, ada yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Kasasi atau Putusan PK MA, ada yang mengajukan tuntutan untuk disahkan menjadi calon Presiden independen, ada pula yang mengajukan permohonan untuk pemberhentian para pejabat pemerintahan daerah, dan lain sebagainya. Semua ini menggambarkan minimnya pengetahuan masyarakat yang berbanding terbalik dengan besarnya harapan yang mereka tumpahkan kepada MK.

Di samping kurangnya pemahaman mengenai MK, pengetahuan masyarakat luas tentang UUD yang telah empat kali mengalami perubahan juga masih sangat terbatas. Memang, nilai-nilai dan norma-norma dalam konstitusi belumlah cukup hanya dituangkan di atas kertas. UUD sebagai dokumen tertulis yang berisi nilai-nilai dan norma-norma dasar serta cita-cita kolektif kita sebagai bangsa, selain perlu dituangkan dalam kata-kata tertulis masih harus dimasyarakatkan menjadi bagian dari kesadaran kognitif dan kesadaran perilaku segenap warga dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bersabar dalam membina kesadaran berkonstitusi melalui proses pemasyarakatan konstitusi, pendidikan dan komunikasi politik yang mencerahkan, upaya pendidikan kewarganegaraan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga pada saatnya kelak, UUD Dasar Negara kita benar-benar menjadi konstitusi yang hidup, ‘living constitution’, dalam kesadaran seluruh warga negara kita. Untuk itulah, Mahkamah Konstitusi mengajak semua lembaga negara dan lembaga pemerintahan, fakultas-fakultas hukum dan perguruan tinggi pada umumnya, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta partai-partai politik untuk mengambil peran yang aktif dalam upaya yang mulia ini. 
Dengan demikian, kita dapat berharap bahwa pada saatnya tidak akan ada lagi jarak yang terlalu lebar antara penghormatan kita terhadap kata-kata di atas kertas UUD dengan pengetahuan koginitif yang terdapat dalam impian-impian rasional kita masing-masing sebagai warga bangsa, dan dengan sikap tindak atau perilaku nyata kita dalam memenuhi kewajiban-kewajiban hukum dan konstitusional kita masing-masing sebagai warga negara. Hanya dengan begitu, cita-cita Negara Hukum, ‘rechtsstaat’, atau prinsip ‘the rule of law’ dapat kita wujudkan, dimana hukum yang berkeadilan benar-benar ditegakkan dengan setegak-tegaknya, dimulai dengan tegaknya konstitusi sebagai hukum yang tertinggi; dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal hukum yang tertinggi itu dapat benar-benar kita rasakan kegunaannya.
Saudara pimpinan dan hadirin yang saya hormati,


Akhirnya, marilah kita berdoa semoga negara kita makin jaya sebagai sebuah Negara Hukum yang demokratis dan sekaligus Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum. Dengan terus mengharapkan do’a dari seluruh rakyat Indonesia, MK akan terus berupaya meningkatkan pengabdiannya sebagai pengawal konstitusi dan sekaligus penuntun jalan hukum bagi proses demokratisasi dalam rangka kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang semakin bermartabat.


Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang telah mengundang kami dalam Sidang Majelis yang bersejarah ini, kami mengucapkan terima kasih. MPR lah yang menetapkan UUD, dan MK yang akan mengawal pelaksanaannya di lapangan. Kepada seluruh anggota majelis dan hadirin yang berhormat kami haturkan, terimalah kiranya informasi yang kami sampaikan ini berikut 10 buku lengkap yang menggambarkan hasil kerja dan kinerja Mahkamah Konstitusi selama 1 tahun sejak berdirinya, yang terdapat dalam bingkisan yang dibagikan kepada semua hadirin. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan cinta kasih-Nya kepada segenap bangsa kita.
Wabillahi al-Taufiq wa al-Hidayah,
Wassalamu’alaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 23 September 2004
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Ketua,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

PAGE  
1

